WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PE
RATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR ¢8 TAHUN 2016

TENTANG

PENGEL
UARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT

Menimbang

Mengin gat

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal
62 di sebutkan bahwa Pembayaran atas beban
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dapat
dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana,
atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah, atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan Surat Penyediaan Dana;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2017, maka untuk kelancaran pengeluaran
belanja gaji dan tunjangan Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017 dapat dikeluarkan sebelum
dan pengesahan Dokumen

persetujuan _
Satuan Kerja Perangkat

Pelaksanaan Anggaran
Daerah ditetapkan;

n pcrtimbangkan sebagaimana di
huruf a dan huruf b perlu
Peraturan Walikota tentang
lanja Bersifat Mengikat Pemerintah
hun Anggaran 2017;

bahwa berdasarka
maksud dalam
menetapkan

pengeluaran Be
Kota Magelang Ta
g Nomor 17 Tahun 1930 tentang

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam
a Timur, Jawa Tengah dan

Undang-Undan
pembentukan LEEr
Lingkungan Provinsi Jaw

Jawa Barat;

Dipindai dengan CamScanner



Und

ang-Undang N

, i 4 ymor 17 T

Keuangan 8 ol Fahun 2003 tentang

Negare 'mbar e
Indonas: para (Lembaran  Negara  Republik

Lemb a Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
aran Negara Republik Indonesia Nomor 428é).

Undang-

oy (:.)'mg Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
- r Cn(.iaharaan Negara [Lembaran Ncgara
epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undal‘{g-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

ang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang pPerubahan atas Undang-
Undang Nomor 73 Tahun 2014  tentang
pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246),

Undang-Und
Pemerintahan

n Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
publik ndonesia Tahun 1977 Nomor 11)

aimana telah diubabh beberapa kali terakhir
sebags raturan pemerintah Nomor 34 Tahun
g pPerubahan Keenam Belas Atas

turan Pcmerinlah Nomor 7 tahun 1977 tentang
Pore ;i Pegawali Negeri Sipil (Lembaran
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor

Peratura
Peraturan
Negara Re

Dipindai dengan CamScanner



10,

11,

12.

13.

14

15.

Perg turan
lenlung Ke
Wakil Kep
Indonesiy
Lembaray

Pemerintah Nomor 109
dudukan Keuangan Kepalg Dacrah d:

ala Dacrah (Lembaran Nepara }{:~pubri;
Tahun 2000 Nomor 210, 'l‘arr;h:nh;nr;
Negara Republik Indonesia Nomor 4028};

Tahun 2000

:):lrilturan Pemerintah Nomor 24 Tahunp 2004
P']a'ng Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Impinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 358 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (I embaran Daerah Kota Magelang Tahun
a i

»009 Nomor 3);

rah Kota Magelang Nomor 3 Tahun
pembentukan  dan - Susunan
(Lembaran Dacrah Tahun 2016
n Lembaran Dacrah Nomor §5);

Peraturan Dae
0016 tentang

perangkat paerah
Nomor 4 Tambaha

rah Kota Magelang Nomor 14 Tahun

-an Pendapatan dan Belanja

: Anggaran an)

2016 Lentﬂhlii] Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Ta ahun 2016 Nomor 14 ),

peraturan Dac

paerah
Kota Magelang T

Dipindai dengan CamScanner



Menetapkan

[4)]

. Surat Penyediaan Dana

. Pegawai Negeri adalah

16.  Per

2OOEIGIUI“Em Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
e lentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan
acrah scbagaimana telah diubah beberapa kali

terakhi )
rakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nolhor 21 Ta -

i hun 2011 tentang Perubahan Kedua
tas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan
Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELUARAN
BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT PEMERINTAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Daerah adalah Kota Magelang.
Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah  Daerah yang memimpin pelaksanaan  urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Magelang.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan

dengan Perda.
yang selanjutnya disingkat SPD adalah

an tersedianya dana untuk melaksanakan
dokumen yang menyatakan

kegi egiatan sebagai : ;
giatan keg setiap warga negara Republik Indonesia yang

ng telah ditentukan, diangkat oleh pejabat

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau
yang berwenang dan o lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan
diserahi tugas negar

ku.
perundang-undangan yang berla

dasar penerbitan SPP.

telah memenuhi syarat ya

Dipindai dengan CamScanner



S T AT TR S ST v R d

g. Belanja yang bersif:
. at mengj
dibutuhkan g« engikat merupe
. secara terys upakan pengeluaran belanja yang
pemerintah daerah o ~mencrus  dan  harus dialokasikan oleh
bulan dalam tahun gan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap

) an
pegawai, belanja barang dgfr?gan yang bersangkutan, scperti belanja
asa.

9. Belanja yang bergj .
& Dersifat  wajib adalah belanja untuk terjaminya

kelangsungan pe
pPeémenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat

antara lain idi
° pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan
kewajiban kepada pihak ketiga

Pasal 2

Peng.eluarar_‘n. belanja yang bersifat mengikat dan anggaran belanja yang
bersifat wajib dapat dilaksanakan sebelum persetujuan dan pengesahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 3

Belanja yang bersifat mengikat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2
belanja yang dibutuhkan secara terus menerus

merintah daerah dengan jumlah yang
bulan dalam tahun anggaran yang
ai, belanja barang dan jasa.

merupakan pengeluaran
dan harus dialokasikan oleh pe
cukup untuk keperluan setiap
bersangkutan, seperti belanja pegaw

Pasal 4

mana dimaksud dalam Pasal 3

neikat sebagai :
e ai Negeri Sipil, Walikota/Wakil

n tunjangan Pegaw
kilan Rakyat Daerah;

Belanja yang bersifat
adalah belanja gaji da
Walikota dan Dewan Perwa

pasal 5
: pagaimana dimaksud -dalam Pasal 4 ‘mengacu
Pengeluaran belanja se ampai dengan diterbitkannya persetujuan dan
Peraturan Walikota in ]Sk S Anggaran perangkat Daerah,
Pelaks

pengesahan Dokumen

Dipindai dengan CamScanner




Pasal 6
eraturan Walikota ini i
P Mulai berlgky, pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang
peraturan Walikot
M;‘gclnllg.

mcngcluhuinyn,

. memerintahkan  pe g
a ini dCllg pengundanpan

an penempatannya dalam Berita Daerah g1,

Ditetapkan di Magelang
pada tAnggal 27 Desember 2014

IKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERA TA MAGELANG,

\
SUCTHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG PAHUN/AA1E NOWES

Dipindai dengan CamScanner



